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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya di tuntut melakukan 

pekerjaan baik bekerja yang di usahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. 

pekerjaan dengan usaha sendiri maksudnya adalah bekerja dengan atas usaha modal 

dan tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja dengan orang lain bekerja dengan 

bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya
1
. Karena itu 

pekerja harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja/buruh adalah orang yang berkerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja 

adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang 

memmpekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain.
2
  

Menurut G. Karta Sapoetra dan R.G Widianingsih dalam hukum Perburuhan 

bahwa perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala Peraturan) yang 

menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan 

atau perusahanya, mengenai tata kehidupannya dan tata bekerja yang langsung 

bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut, maka dari itu perlunya ada dasar-

dasar hukum yang mengatur dan memberi perlindungan bagi pekerja (buruh) 

tersebut.
3
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Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang 

melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang di atur dalam pasal “27 

ayat (2) Undang-Undang 1945 Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

berkehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
4
 Perlindungan terhadap tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar kepentingan sesuai dengan harkat 

martabat kemanusiaan serta perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja sekalius dengan pekerjaan tersebut mereka layak dapat hidup 

sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang di lindungi oleh hukum. 

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, 

yaitu: 

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja 

di luar kehendak. 

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenega kerja dalam bentuk 

jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak 

untuk berorganisasi. 

3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk 

keamanan dan keselamatan dan kerja. 

 

Menyadari pentingnya peran pekerja disebuah Negara dalam pembangunan 

nasional, maka negara harus ikut campur tangan dalam membentuk perlindungan 

hukum terhadap permasalahan-permasalahan perburuhan yang mengikat buruh 

(pekerja) dan majikan. Dengan adanya hubungan kerja antara buruh dan pengusaha 

(Majikan) tentu adanya dasar-dasar hukum yang mengikat antara kedua belah antar 

pekerja (buruh) dengan pengusaha sebelum adanya perjanjian. Bentuk campur 

tangan pemerintah dalam bidang ini dipertegas dengan lahirnya kebijakan-kebijakan 
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legislasi maupun politik perburuhan, terutama di bidang perundangan, berikut 

peraturan pelaksanaannya. 

1. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Buruh dan peraturan dibawahnya. 

2. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
3. Peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah 
4. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 
5. Undang-Undang  Nomor.  3  tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  

Tenaga  Kerja (JAMSOSTEK) 
6. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 
7. Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan di Perusahaan.
5
 

 
Serta peraturan yang baru di sahkan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja.  

Semua peraturan perundang- undangan yang di bentuk di maksudkan untuk 

melindungi pekerja/buruh sebagai pihak yang di tempatkan lemah dari pengusaha, 

maka dari itu untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh dan keluarganya untuk 

mencegah kemerosotan penghidupan dan daya belinya masyarakat khususnya 

buruh/pekerja serta melindungi pekerja/buruh dari kehilangan dan berkurangnya 

penghasilan akibat terjadinya masalah-masalah kecelakaan kerja.
6
 

Guna terlaksananya hak-hak pekerja/buruh ada berapa syarat sebagai berikut.   

1) Adanya pengetahuan dan pemahaman para pekerja/buruh terhadap hak-hak 

mereka yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-

undangan 

2) Hak tersebut di pandang dan dilaksanakan oleh pekerja/buruh sebagai suatu 

asensial untuk melindungi kepentingan mereka. 

3) Adanya prosedur hukum yang memadai yang di perlukan guna menuntut 

agar hak pekerja/buruh tetap dihormati dan dilaksanakan. 

4) Adanya kecakapan dari dari pekerja/buruh untuk memperjuangkan dan 
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mewujudkan haknya 

5) Adanya sumber daya politik yang memadai yang diperlakukan oleh para 

pkerja/buruh guna memperjuangkan perwujudan hak mereka. 

Kemudian berbicara tentang pengusaha dan pekerja terkait erat dengan 

kontrak kerja atau dapat juga disebut kontrak kerja, kontrak kerja ini berbeda dari 

kontrak kerja lainnya, karena tujuan kontrak kerja bukan objek seperti penjualan, 

sewa atau kontrak lainnya, tetapi hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan. 

Perjanjian kerja hakikatnya adalah suatu perjanjian di bidang pekerjaan yang 

di buat antara pekerja/buruh dengan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis baik 

untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah 

perjanjian kerja, 

1. Undang-Undang Nomor 13 khususnya, Bab IX tentang hubungan kerja 

2. KUHPerdata Buku Ketiga, Bab VII A tentang Perjanjian Kerja, juncto 

UU No.12/19642.tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan 

Swasta,yang mencabut “Regeling vanOnslagrecht voor bijpaalde niet 

Eropese Arbeiders"(Staatblad 1941 No. 396) dan peraturan-peraturan lai 

mengenai pemutusan hubungan kerja seperti tertuang di dalam 

KUHPerdataPasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 Oud (lama) dan Pasal 

1601 sampai dengan Pasal1603,yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan tersebut dalam UU No. 12/1964.UU No.12/1964 telah dicabut 

oleh UU No. 2/2004, namun semua peraturan perundang-undangan yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 12/1964 dinyatakan 

tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 2/2004 (Pasal 

125 ayat 2 UU No.2/2004). 

3. Permenaker No.Per-06/MEN/1985,tanggal 12 September tahun 1985 
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tentang PerlindunganPekerja Harian Lepas. 

4. Permenaker No.Per-02/MEN/1993 tanggal 15 Februari 1993 tentang 

Kesepakatan KerjaWaktu Tertentu. 

5. Permenaker No. Per-05/MEN/1995 tanggal 12 Oktober 1995 tentang 

Perjanjian KerjaWaktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi. 

6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I No. SE-10/M/BW/1995 tanggal 2 

November 1995tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No.PER-05/MEN/1995tanggal 2 Oktober 1995 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu pada PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas 

Bumi.
7
 

Dalam ketentuan “Pasal 1601 a KUHper, perjanjian kerja adalah perjanjian 

yang mana pihak yang satu (pekerja) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah 

pihak yang lain (pengusaha) untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah”
8
 

Dengan demikian dapat disimpulkan, ada 4 unsur mengenai perjanjian kerja 

ini, yaitu: 

 
a. Adanya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (arbeid) 

 
b. Adanya di bawah perintah dari salah satu pihak 

 
c. Adanya upah tertentu (loan) 

 
d. Adanya suatu jangka waktu tertentu (tijid) 

  

 Kemudian menanggapi adanya perjanjian kerja tentu pula adanya syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 51 

ayat (1) dan (2) Undaang-Undang No. 13 Tahun 2003 perjanjan di buat secara tertulis 
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maupun lisan, yang mana perjanjian yang tertulis di laksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan No.13 Tahun 2003 Syarat-syarat perjanjian kerja yang 

di bagi menjadi dua bagian yaitu, syarat secara materil dan formil.
9
 

 Syarat materil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 yang di buat atas dasar; 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

 
c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan; 

 

d. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berlaku. 

 Syarat-syarat formil yang di kaji lebih jauh sebenarnya di adopsi dari 

ketentuan pasal 1320 BW suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi usur: 

a. Adanya sepakat; 

b. Kecakapan berbuat hukum 

c. Hal tertentu 

d. Causa yang benar 

Adanya syarat-syarat perjanjian kerja tentunya ada pula jenis-jenis perjanjian 

hubungan kerja antara pekerja (buruh) dan majikan (pengusaha). Di dalam 

melakukan hubungan kerja antara pengusaha atau majikan dengan pekerja atau 

buruh, pengusaha lebih memilih pekerja dengan bersatus kontrak kerja daripada 

pekerja tetap. Hal inilah yang banyak terjadi anggapan pengusaha atau majikan 

menggunakan pekerja tetap tidak efisien karena harus memperhatikan banyak hal 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. anggapan pengusaha adanya system kontrak 

kerja tersebut lebih mendorong perkerja untuk bekerja lebih giat, namun ironisnya 
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karena banyak adanyanya alasan tuntutan era globalisasi, adanya perusahaan yang 

mengubah system kerja dari status pekerja tetap menjadi system kontrak kerja yang 

alhasil menindas hak-hak pekerja itu sendiri, hal ini tentunya menjadi pertikaian 

yang besar antara pekerja dan perusahaan.
10

 

Pelrjanjian kelrja yang dibulat antara pelngulsaha delngan pelkelrja telrkadang 

kelnyataannya rata-rata melrulgikan pihak pelkelrja selbagai pihak yang belrgantulng 

(bulrulh) pada pelngulsaha, banyaknya hak-hak pelkelrja yang tidak di pelnulhi dan di 

lindulngi, pada pelngulsaha. Melnulrult “Pasal 50 Ulndang-Ulndang No.13 tahuln 2003 

hulbulngan kelrja telrjadi karelna adanya pelrjanjian kelrja antara pelngulsaha delngan 

pelkelrja. Keltelntulan kontrak kelrja ataul konteln kontrak pelkelrjaan haruls melncelrminkan 

isi pelrjanjian pelrulndingan belrsama.” Keldula pelrjanjian telrselbu lt melndulkulng lahirnya 

hulbulngan kelrja, yaitul hak dan kelwajiban. 

Namuln pada delwasa ini masih banyak di telmulkan problelmatika 

keltelnagakelrjaan ataul pelrbulrulhan yang tidak pelrnah habisnya ulntulk di bahas, mullai 

dari pelrlindulngan sosial, pelrlindulngan elkonomi, pelrlindulngan telknis, kelseljelahtelraan, 

pelmbinaan, pelngawasan keltelnagakelrjaan, Kelmuldian pulla Pada kelnyataannya dalam 

pelrjanjian kelrja yang dibulat antara pelngulsaha delngan pelkelrja antara hak delngan 

kelwajiban sellalul tidak sinkron. Dalam pelrjanjian kelrja yang dibulat dan diselpakati 

keldula bellah pihak rata-rata hanya melngeldelpankan. kelwajiban pelkelrja dan tidak 

melmbahas hak-hak yang selmelstinya didapatkan pelkelrja. selsulai delngan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan yang belrlakul. masalah keltelnagakelrjaan sangat selnsitif telrjadi 

konflik ataul masalah antara pelngulsaha dan pelkelrja karelna. dalam hal ini hulbulngan 

antara keldula bellah pihak akan melnimbullkan batasan antara pihak yang satul selbagai 

atasan dan pihak yang satulnya selbagai bawahan.pelngu lsaha selbagai atasan 

melmpulnyai kelkulasaan yang lelbih daripada pelkelrja selbagai bawahan dalam artian 
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apapuln yang dipelrintahkan olelh pelru lsahaan wajib ulntulk dilakulkan olelh pelkelrja. 

adanya kelwelnangan pelngulsaha ini yang melmbulat pelrjanjian kelrja belrbelda delngan 

pelrjanjian lainnya. 

Lelmahnya posisi pelkelrja ini selringkali ditelmulkan banyak pelkelrja yang tidak 

melndapatkan hak-hak melrelka, selbagaimana diisyaratkan olelh “Ulndang-Ulndang 

Nomor. 13 Tahuln 2003” Telntang Keltelnagakelrjaan, melnulntult agar pelran pelmelrintah 

melmbella keladilan yang tidak dipelrolelh pelkelrja. Pelrlindulngan hulkulm ataul 

pelrlindulnga norma kelrja dimaksuldkan ulntulk melmbelrikan kelpastian hak pelkelrja 

yang belrkaitan delngan norma kelrja yang mellipulti ulpah,  jaminan  sosial, waktul kelrja, 

istirahat (culti), dan selbagainya.
11

 

Pelrlindulngan yang mellipulti telnaga kelrja lelgal julga belrtuljulan ulntulk melnjamin 

hak-hak bulrulh itul selndiri. Melmastikan kelseltaraan pellulang, statuls dan pelrlakulan 

tanpa diskriminasi dalam belntulk apa puln yang di hadapinya dalam mellakulkan 

pelkelrjaan yang haruls di pelrhatikan selcara maksimal baik olelh pelmelrintah maulpuln 

pelngulsaha.
12

 Ulntulk Melncapai kelseljahtelraan telnaga kelrja dan kellularga melrelka, 

delngan pelrhatian pada kelmajulan dalam pelmbangulnan dan kelpelntingan pelngulsaha. 

Maka dalam hal ini melmbahas telntang pelrlindulngan telrhadap pelkelrja itul 

selndiri, selpelrti yang kita keltahuli pelngulsaha di belbankan tanggulng jawab ulntulk 

melnanggulng telrhadap kelseljahtelraan bulrulh itul selndiri, namuln banyak telrjadi dan 

timbullnya pelrsellisihan pokok pangkalnya karelna adanya pelrasaan-pelrasaan yang 

kulrang pulas antara keldula bellah pihak, telrultama pada pelkelrja ataul bulrulh, yang 

banyak telrjadi pokok pangkal dari pelrmaslah telrselbult ialah:
13

 

a. Pelngulpahan 

b. Jaminan sosial 
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c. Prilakul pelnulgasan yang tidak selsulai delngan bati pelkelrja 

d. Daya kelrja yang di rasakan kulrang selsulai delngna pelkelrjaan yang di pikull 

e. Adanya masalah pribadi 

Kelmuldian selcara yulridis dalam hulkulm pelrbulrulhan kelduldulkan pelngulsaha dan 

pelkelrja adalah sama dan seldelrajad, namuln, selcara sosiologis pada selsulatul kondisi 

telrtelntul kelduldulkan anatara bulrulh delngan pelngulsaha tidak sama dan selimbang, 

karelna selringkali belrada pada posisi yang lelmah. 

Pada bagiannya telnaga kelrja dibagi melnjadi 2 (dula), yaitul telnaga kelrja teltap 

(PKWTT) dan telnaga kelrja tidak teltap (PKWT), bagian itul ada karelna kelselpakatan 

dalam selbulah pelrjanjian kelrja yang dibulat, pelrjanjian kelrja ulntulk waktul telrtelntul atau l 

ulntulk waktul tidak telrtelntul, pelkelrja ulntulk waktul telrtelntul bisa diselbult delngan pelkelrja 

tidak teltap, karelna dibatasi masa jangka waktul kelrjanya. 

Bila melruljulk pada keltelntulan atulran pasal 59 Ulndang-Ulndang Nomor 13 

Tahuln 2003 telntang keltelnagakelrjaan, maka jelnis dan sifatnya telnaga kelrja hanya 

dapat di telrapkan ultulk 4 (elmpat) jelnis pelkelrjaan tidak teltap. Yaitul: 

a. Pelkelrja yang selselkali sellelsai ataul yang selmelntara sifatnya 

 

b. Pelkelrjaan yang di pelrkirakan sellelsainya dalam waktul yang tidak 

telrlalul lama dan paling lama 3 (tiga) tahuln 

 
c. Pelkelrrja yang belrsifat mulsiman; ataul 

 

d. Pelkelrjaan yang belrhulbu lngan delngan produlk barul, kelgiatan barul, 

ataul produlk tambahan yang masih dalam pelrcobaan. 

Kelmuldian dapat kita simpullakan yang melruljulk pada atulran diatas, maka 

jelnis telnaga kelrja hanya dapat ditelrapkan 3 (tiga) jelnis pelkelrjaan, yang mana 

telnaga kelrja kontrak, telnaga kelrja mulsiman dan telnaga kelrja harian/lelpas 

Telnaga kelrja tidak teltap ini haruls melndapatkan pelrlakulan yang sama 

delngan pelkelrja (bulrulh) teltap tanpa adanya delskriminasi dalam belntulk apapuln, 

selpelrti halnya yang telrtelra dalam pasal 6 Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 
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telntang keltelnaga kelrjaan melnye lbultkan bahwa “seltiap pelkelrja/bulrulh belrhak 

melmprolelh pelrlakulkan yang sama tanpa delskriminasi dari pelngulsaha. 

PT. Tayang Sari belrdiri seljak Tahuln 2013, Pelrulsahaan Telrselbult Belrgelrak di 

Bidang kontraktor, delvellopelr yakni melnye ldiakan rulmah siap hulni ulntulk masyarakat. 

Prulmahan ini melnwarkan rulmah delngan typel 36/108 M
2
. Lokasi pelrulmahan ini 

belrada di Kabulpateln Mularo Jambi Jambi Lular Kota (Melndalo) telpantya 300 meltelr 

dari delpan kampuls UlIN Sulltan Thaha Jambi delngan lulas lahan 2 helktar dan akan 

dapat melmbanguln 300 ulnit rulmah hulnian sulbsidi. wilayah Pelmasaran pelrulmahan ini 

belrada di provinsi jambi, ulntulk melnu lnjang belrjalannya aktivitas ulsaha, Pelrulsahaan 

ini melmpelkelrjakan pelkelrja kulrang lelbih selkitar 9 orang yang telrdiri dari pelkelrja 

laki-laki dan pelrelmpulan. 

Dalam  prosels pellaksanaan pellindulngan hulkulm di pelrulsahaan PT. Tayang Sari 

selbelnarnya tellah melngikulti pelratulran yang tellah diteltapkan selsulai Ulndang-Ulndang 

Keltelnagakelrjaan Nomor 13 Tahuln 2003 namuln masih ada belbelrapa hak pelkelrja 

yang bellulm telrpelnulhi selpelnulhnya yakni belbelrapa pelkelrja tidak melndapatkan hak 

jaminan sosial belrulpa BPJS keltelnagakelrjaan dan pelrlindulngan Telknis selrta ulpah 

yang di belrikan pelrulsahaan kelpada belbelrapa pelkelrja nominalnya dibawah Ulpah 

Minimulm Kabulpateln Mularo Jambi  selbagaimana yang tellah diatulr dalam kelpultulsan 

Gulbelrnulr Jambi Nomor 1069/ KElP. GUlB/ DISNAKElRTRANS 3.3/2022 Telntang 

Pelneltapan Ulpah Minimulm Kabulpateln Mularo Jambi Tahuln 2023 yakni selbelsar Rp 

2.749.293. 

Adanya pelnelmulan pelrmasalahan hak pelkelrja yang bellulm telrpelnulhi di 

pelrulsahaan PT. Tayang Sari mularo jambi belrdasarkan pra pelnellitian yang di 

lakulkan, maka atas dasar pelrmasalahan telrselbul, . Maka dari itul pelnullis telrtarik ulntulk 

melngangkat selbulah juldull pelnellitian melngelnai “ Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Pekerja Di PT. Tayang Sari  Muaro Jambi“ 
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B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan Pelrmasalahan diatas, Pelnullis melrulmu lskan Masalah Selbagai 

Belrikult: 

1. Bagaimana Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Hak Pelkelrja di PT. Tayang 

Sari Mularo Jambi. 

2. Faktor apa saja yang melmpelngarulhi pelmelnulhan hak pelkelrja PT, Tayang 

sari Mularo Jambi. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Ulntulk melmahami dan melnganalisis Pelrlindulngan Hak Pelkelrja yang di 

telrapkan di PT. Tayang Sari Mularo Jambi. 

2. Ulntulk melngeltahuli dan melnganalisis faktor-faktor apa saja yang 

melmpelngarulhi pelrulsahaan PT. Tayang Sari Mu laro Jambi tidak bisa 

melmelnulhi hak pelkelrjanya. 

D. Manfaat Penelitian 

Belrdasarkan pelrmasalahan-pelrmasalahan di atas pelnellitian ini diharapkan 

dapat melmbelrikan manfaat selbagai belrikult: 

1. Selcara Teloritis 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah dan melngeltahuli bagaimana 

pellaksanaan pelrlindulngan hulkulm telrhadap Hak pelkelrja/bulrulh pada 

pelrulsahaan PT. Tayang Sari Mularo Jambi. Selrta melnambah pelmahaman 

kelpada pelkelrja dalam belntulk pelrlindulngan hulkulm telrhadap Hak melrelka 

yang di belrikan olelh pelrulsahaan.  

2. Selcara Praktis 

Bagi lelmbaga hasil pelnellitian ini diharapkan bisa melnjadi bahan aculan 

ataul bahan data dalam melnjalankan pelrulsahaan dalam melnjamin dan 

melmelnulhi hak-hak pelkelrja/bulrulh. Selrta dapat melmbelrikan sulmbangan 

pelmikiran dan pelngeltahu lan selrta dapat dijadikan tambahan bacaan 

ilmiah kelpulstakaan dalam rangka melningkatakan ilmul pelngeltahulan. 
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E. Kerangka Konseptual 

Selcara konselptulal, belbelrapa pelngelrtian telrhadap juldu ll pelnellitian ini adalah 

selbagai belriku lt: 

1. Pelrlindu lngan Hulkulm 

 Pelrlindulngan hulkulm adalah sulatul belntulk pelrlindulngan dari pada 

pelratulran-pelratulran di mana tiap-tiap orang yang belrmasyarakat helndaknya 

wajib melntaatinya, bagi pellanggaran telrhadap sanksi.
14

 Pelrlindulngan ini 

dilaksanakan sellama dan selsuldah masa kelrja. Olelh karelna itul pelrlul kiranya 

sulatul sarana pelrlindulngan dan kelpastian hulkulm, telrultama bagi melrelka yang 

seldang melncari pelkelrjaan ataul seldang mellaksanakan hu lbulngan kelrja, maulpuln 

seltellah belrakhirnya hulbulngan kelrja. 

Melnulrult Seltiono dalam bulkulnya yang belrjuldull Sulprelmasi Hulkulm 

melnyatakan bahwa, “Pelrlindulngan hulkulm adalah tindakan ataul ulpaya ulntulk 

mellindulngi masyarakat dari pelrbulatan selwelnang-welnang olelh pelngulasa yang 

tidak selsulai delngan atulran hulkulm, ulntulk melwulju ldkan keltelrtiban dan 

keltelntraman selhingga melmulngkinkan manulsia ulntulk melnikmati martabatnya 

selbagai manulsia”.
15

 

2. Hak Pelkelrja 

Pelngelrtian Hak adalah su latul belntulk kelbelbasan ulntulk belrbulat selsulatu l 

melnulrult hu lkulm. Seldangkan hak pelkelrja tellah dijellaskan dalam UlUl Nomor 13 

Tahuln 2003 telntang keltelnagakelrjaan, yaitul: “Hak dasar ulntulk melmpelrolelh ulpah 

yang layak. Hak ulntulk melndapatkan kelselmpatan dan pelrlakulan yang sama dari 

pelrulsahaan tanpa diskriminasi. Hak ulntulk melndapatkan pellatihan kelrja ulntulk 

melningkatkan dan melngelmbangkan kompeltelnsi kelrja. 

3. PT. Tayang Sari 
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 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm.439 
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 Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2004, hal. 3 
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PT. Tayang Sari adalah Pelrulsahaan Belrgelrak di Bidang kontraktor, 

delvellopelr yakni melnyeldiakan rulmah siap hulni ulntulk masyarakat yang belrdiri 

seljak tahuln 2013. Pelrulsahaan ini melnwarkan rulmah delngan typel 36/108 M
2
. 

Lokasi pelrulmahan ini belrada di Kabulpateln Mularo Jambi Jambi Lular Kota 

(Melndalo) telpantya 300 meltelr dari delpan kampuls UlIN Sulltan Thaha Jambi 

delngan lulas lahan 2 helktar dan akan dapat melmbanguln 300 ulnit rulmah hulnian 

sulbsii. wilayah Pelmasaran pelrulmahan ini belrada di provinsi jambi, pelkelrja yang 

belkelrja di pelrulsahaan PT. Tayang sari belrjulmlah 9 orang.  

Belrdasarkan belbelrapa pelngelrtian konselp di atas dapat dikelmulkakan 

bahwa pelngelrtian dari pelrlindulngan hulkulm telrhadap Hak pelkelrja di PT. Tayang 

Sari adalah pelrlindulngan yang dibelrikan olelh pelmelrintah kelpada pelkelrja dari 

tindakan selwelnang-welnang pelngulsaha PT. Tayang Sari dalam melmbelrikan Hak 

yang bellulm telrpelnulhi dari selbagian pelkelrja PT. Tayang Sari. 

F. Landasan Teoritis 

1. Teori Kepastian Hukum 

Pelrlindulngan hulkulm pada zaman selkarang ini banyak diwarnai dan 

dibahas delngan belrbagai topik tak telrkelculali pelmbahasan melngelnai pelrlindulngan 

hulkulm. Dalam pelmbahasan telrselbult selcara tidak langsulng akan melngait 

elratkannya delngan pelmbulat hulkulm itul selndiri. Belrbicara telntang pelrlindulngan 

hulkulm, hal telrselbult melrulpakan salah satul hal telrpelnting dari ulnsulr sulatul nelgara 

hulkulm. Dianggap pelnting karelna dalam pelmbelntulkan sulatu l nelgara akan dibelntulk 

pulla hulkulm yang melngatulr tiap- tiap warga nelgaranya. 

Suldah lazim ulntulk dikeltahuli bahwa sulatul nelgara akan telrjadi timbal 

balik antara warga nelgaranya selndiri. Dalam hal telrselbult akan mellahirkan sulatul 

hak dan kelwajiban satul sama lain. Pelrlindulngan hulkulm  akan melnjadi hak tiap 

warga nelgaranya. 

Seltellah melngeltahuli pelntingnya pelrlindulngan hu lkulm, sellanjultnya kita 
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pelrlul melngeltahuli telntang pelngelrtian pelrlindulngan hulkulm itul selndiri. Pelrlindulgan 

hulkulm adalah sulatul pelrlindulngan yang dibelrikan kelpada sulbjelk hulkulm keldalam 

belntulk pelrangkat baik yang belrsifat prelvelntif maulpuln belrsifat relprelsif, baik yang 

lisan maulpu ln yang telrtullis. 

Delngan kata lain dapat dikatakan bahwa pelrlindulngan hulkulm selbagai 

sulatul gambaran telrselndiri dari fulngsi hulkulm itul selndiri yang melmiliki konselp 

bahwa melmbelrikan sulatul keladilan, keltelrtipan, kelpastian, kelmanfaatan dan 

keldamaian. Pelngelrtian diatas melngulndang belbelrapa ahli ulntulk melngulngkapkan 

pelndapatnya melngelnai pelngelrtian dari pelrlindulngan hulkulm. 

Telori pelrlindulngan hulkulm dapat dijadikan landasan belrpijak ulntulk 

melnjawabnya. Fulngsi hulkulm adalah ulntulk melngatulr hu lbulngan antara Nelgara 

ataul masyarakat delngan warganya dan hulbulngan antara selsama warga masyarakat 

telrselbult agar kelhidulpan dalam masyarakat belrjalan delngan telrtib dan lancar. 

Kelpastian hulkulm melnghapulskan diciptakannya pelratulran ulmulm ataul kaidah 

hulkulm yang belrlakul ulmulm agar telrciptanya sulasana yang aman dan telntram 

dalam masyarakat, maka kaidah       dimaksuld haruls ditelgakkan selrta dilaksanakan 

delngan telgas.
16

 Dalam kaitannya delngan juldull skripsi yang akan diangkat, yaitul 

Pelrlindulnga Hulkulm Telrhadap Hak Pelkelrja Pada PT. Tayang Sari belrkaitan 

delngan telori pelrlindulngan hulkulm, adalah bagaimana cara pelmelrintah dalam 

melmbantul pelkelrja/bulrulh ulntulk melndapatkan keladilan hak-hak pelkelrja yang 

selharulsnya melrelka dapatkan delmi belrlangsulngkan kelseljahtelraan bagi kelhidulpan 

para pelkelrja/bulrulh. Baik pelrlindu lngan hulkulm itul dilakulkan olelh pelmelrintah 

mellaluli cara pelrlindulngan hulkulm prelvelntif ataul pelrlindulngan hulkulm relprelsif. 

2. Teori Keadilan 

Keladilan belrasal dari kata adil, melnulrult KBBI adil adalah tidak 

selwelnang-welnang, tidak melmihak, tidak belrat selbellah. Adil telrultama 
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melngandu lng arti bahwa sulatul kelpultulsan dan tindakan didasarkan atas norma- 

norma objelktif. Keladilan pada dasarnya adalah sulatul konselp yang rellativel, 

seltiap orang tidak sama, adil melnulrult yang satul bellulm telntul adil bagi yang 

lainnya, keltika selselorang melnelgaskan bahwa ia mellakulkan         sulatul keladilan, hal 

itul telntulnya haruls rellelvan delngan keltelrtiban ulmulm di mana sulatul skala keladilan 

diakuli. Skala keladilan sangat belrvariasi dari sulatul telmpat kel telmpat lain, 

seltiap skala didelfinisikan dan selpelnulhnya ditelntulkan masyarakat selsulai 

delngan keltelrtipan ulmulm di masyarakat telrselbult.
17

 

Keladilan pada hakikatnya adalah melmpelrlakulkan selselorang ataul pihak 

lain selsulai delngan haknya, selbagaimana yang dikelmulkan olelh Aritotellels. 

Aritotellels adalah selorang filsulf pelrtama kali yang melrulmulskan arti keladilan. Ia 

melngatakan bahwa keladilan adalah melmbelrikan kelpada seltiap orang apa yang 

melnjadi haknnya (fiat jultitia belrelat mulnduls)
18

 Sellanjultnya dia melmbagi 

keladilan melnjadi 2 (dula) belntulk, yaitul: 

a) Keladilan Distribultif 

 Keladilan distribultif ataul Julstitia distribultivel adalah sulatul keladilan yang 

melmbelrikan kelpada seltiap orang didasarkan atas jasa-jasanya ataul pelmbagian 

melnulrult hak nya masing-masing. Keladilan ini belrpelran dalam hulbulngan antara 

masyarakat delngan pelrorangan. Keladilan di sini bulkan belrarti pelrsamaan akan 

teltapi pelrbandingan. 

b) Keladilan ku lmullatif 

 Keladilan kulmullatif ataul Julstitia culmullativel adalah sulatul keladilan yang 

ditelrima olelh masing-masing anggota tanpa melmpelrdullikan jasa. Keladilan 

kulmullatif belrpelran dalam tulkar melnulkar dan belrpelran dalam hulbulngan antara 
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 M. Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 2, Kencana, 

Jakarta, 2014, hal. 85 
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 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 63. 
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pelrorangan
19

 

Dalam hulbulnganya delngan hak yang melnyangkult matelri, khulsulnya yang 

melnyangkult telntang hak pelkelrja, dapat diartikan bahwa keladilan melrulpakan 

kelselimbangan hak yang didapat olelh bulrulh/telnaga kelrja delngan jasa yang 

tellah dilakulkan ataul dibelrikannya kelpada pelrulsahaan. 

G. Orisinalitas Penelitian 

 Pelnellitian yang dilakulkan olelh pelnullis melrulpakan pelnellitian yang bellulm 

pelrnah di lakulkan olelh pelnelliti selbellulmnya. Dalam hal melndulkulng kelaslian 

pelnellitian ini pelnullis melgacul pada pelnellitian telrdahullul yakni pelnelliti milik Elrlelwid 

Marcheln Sarrahisdas yang belrjuldull “Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Pelkelrja Dalam 

Bidang Kelsellamatan Dan Kelselhatan Kelrja Di PT. Mitra Relkatma Mandiri ”. delngan 

meltodel pelnilitian belrsifat elmpiris. 

Kelsamaan Pelnellitian yang dilakulkan olelh pelnullis delngan pelnellitian milik 

Elrlelwid Marcheln Sarrahisdas telrleltak pada pelrhatian sulatul hak pelkelrja yang belkelrja 

di selbulah pelru lsahaan, sellain itul kelsamaan lainya adalah melngelnai meltodel pelnellitian 

yang belrsipat elmpiris. Adapuln yang melmbeldakan pelnellitian yang di lakulkan olelh 

pelnullis delngan pelnellitian milik Elrlelwid Marcheln Sarrahisdas adalah telrkait belntulk 

sulb yang di telliti yakni hanya melngelnai kelselhatan dan kelsellamatan kelrja saja 

seldangkan dari pelnullis melmbahas 3 sulb pelnellitian yang mana melruljulk pada 

pelnellitian Soelpomo yakni elkonomis, sosial dan telknis. 

H. Metode Penelitian 

 Ulntulk dapat melngeltahuli dan melmahami selcara telrpelrinci meltodel 

pelnellitian yang digulnakan dalam proposal skripsi ini, belrikult ini pelnullis melngulraikan 

ulnsulr-ulnsulr selbagai belrikult. 

1. Tipe Penelitian 
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Tipel pelnellitian yang digulnakan dalam proposal skripsi ini adalah 

pelnellitian yulridis elmpiris. Meltodel pelnellitian hulkulm elmpiris adalah sulatu l 

meltodel pelnellitian hulkulm yang belrfulngsi ulntulk mellihat hulkulm dalam artian 

nyata selrta melnelliti bagaimana belkelrjanya hulkulm dilingkulngan masyarakat. 

Melnulrult Bahdelr Johan Nasultion pelnellitian yulridis elmpiris adalah “Pelnellitian 

ilmul hulku lm yang belrulpaya melngamati fakta-fakta hu lkulm yang belrlakul di 

telngah-telngah masyarkat, dimana hal ini melngharulskan pelngeltahulan ulntulk 

dapat diamati dan dibulktikan selcara telrbulka. Titik tolak pelngamatan ini telrleltak 

pada kelnyataan ataul fakta-fakta sosial yang ada dan hidulp di telngah-telngah 

masyarakat selbagai buldaya hidulp masyarakat”
20

. 

Dari pelnjellasan di atas dapat disimpullkan bahwa pelnellitian hulkulm 

elmpiris melrulpakan pelnellitian telrhadap idelntifikasi hulkulm dan elfelktifitas hulkulm 

di telngah masyarakat. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Pelnellitian ini belrsifat delskriptif analisis, pelnellitian delngan maksuld 

melnggambarkan ataul melngulraikan pelrlindulngan hulkulm telrhadap hak pelkelrja 

pada PT. Tayang Sari, selrta melngulraikan faktor-faktor yang melmpelngarulhi PT. 

Tayang Sari tidak bisa melmelnulhi Hak pelkelrja PT. Tayang Sari. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Popullasi dalam pelnellitian ini adalah sellulrulh pelkelrja Teltap PT. Tayang 

Sari Mularo Jambi yang belrjulmlah 9 orang yang dipastikan tidak melndapatkan 

Hak pelkelrjanya yang suldah belkelrja dalam kulruln waktul mullai dari 2021 Sampai 

saat ini. Pelneltapan sampell dilaku lkan mellalauli pelnarikan sampell delngan Telknik 

Pulrposivel Sapling yang artinya adalah belrdasarkan pelrtimbanagan atas 

pelnellitian Sulbjelktif, yakni melnelntulkan selndiri Relspondeln mana yang di anggap 
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melwakili popullasi yang tidak melndapatkan haknya.
21

 Telknik ini digulnakan 

ulntulk melmprolelh informasi dan data yang belrkaitan delngan maslah yang akan 

dibahas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Relspondeln pelnellitian adalah orang yang diharapkan mampul melnjawab 

pelrtanyaan-pelrtanyaan yang diaju lkan selhulbulngan delngan pelrmasalahan yang 

melmelnulhi kritelria yakni: 

a) Melrulpakan pelkelrja PT Tayang Sari 

b) Direlktulr PT. Tayang Sari 

c) Manajelr PT. Tayang Sari 

d) Melrulpakan pelkelrja PT Tayang Sari yang tidak melndapatkan hak-

hak Pelkelrja.  

e) Belrseldia di wawancarai. 

Informan pelnelliti adalah orang yang diharapkan mampul melmbelrikan 

keltelrangan telrkait informasi selpultar pelrulsahaan PT.  Tayang Sari selhulbulngan 

delngan pelrmasalahan yanag akan di telliti, yakni direlktulr PT. Tayang Sari yaitu l 

Bambang Su ltoko, dan shellla sellakul manajelr. Selrta yang melmbelrikan informasi 

selpultar pelngawasan Telrkait pelkelrja yakni Disnakelr provinsi jambi Bapak Faisal 

dan Bapak Bobby Dwi Helrtanto. S.T. sellakul Pelngawas keltelnagakelrjaan provinsi 

jambi. 

4. Sumber Data 

 Jelnis dan su lmbelr data yang di gulnakan dalam pelnellitian ini adalah: 

a. Data Primelr yaitul data yang di pelrolelh selcara langsulng dari relspondeln di 

lokasi pelnellitian. Dalam pelnellitian ini data primelr diprolelh pelnullis delngan 

melnelliti selcara langsulng mellaluli relspondeln yang tellah di telntulkan, yakni 

para pelkelrja pelrulsahaan. PT. Tayang Sari Mularo Jambi 
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b. Data Skulndelr yaitul data yang dijadikan landasan telori dalam melmelcahkan 

dan melnjawab masalah. Dalam pelnellitian ini data selkulndelr sulmbelrnya 

dipelrolelh mellaluli stuldi pulsaka, dokulmeln, karya ilmiah dan bahan-bahan 

hulku lm yang belrkaitan delngan objelk pelnellitian. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Data yang dipelrlulkan selbagaimana yang diharapkan dalam pelnellitia ini, 

dipelrolelh mellaluli pelngulmpullan data yang di lakulkan delngan cara yaitul: 

a) Wawancara 

Wawancara melrulpakan komulnikasi langgsulng antara pelnelliti delngan 

orang yang akan ditelliti ataul relspondeln.
22

 telknik wawancara yang digulnakan 

yakni wawancara telrstrulktulr (Direlctivel Intelrvielw), yaitul dimana sellulrulh 

wawancara didasarkan pada su latul sistelm ataul daftar pelrtanyaan yang tellah 

disulsuln lelbih dahullul dan melnggulnakan alat pelngulmpu ll data belrulpa relcordelr 

ulntulk melrelkam jawaban dari relspondeln sellama pelrtanyaan diajulkan. 

b) Stuldi Dokulmeln 

Stuldi dokulmeln melrulpakan telknik pelngulmpu llan data yang tidak 

ditulnjulkan selcara langgsulng kelpada sulbjelk pelnellitian teltapi  belrsulmbelr pada 

dokulmeln relsmi, laporan ataul catatan kasuls ataul dokulmeln lainnya.
23

 Data 

selkulndelr dipelrolelh delngan meltodel stuldi kelpulstakaan dan meltode l 

dokulmelntasi telrhadap bahan-bahan hulkulm primelr, selkulndelr dan telrsielr yang 

telrkait dan rellelvan delngan objelk pelnellitian. 

c) Kulisionelr ataul angkelt 

Yaitul seljulmlah pelrtanyaan telrtullis yang digulnakan ulntulk melmpelrolelh 

informasi dari relspondeln dalam arti laporan telntang data pribadinya (biodata 
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diri). 

6. Analisis data 

Analisis data melrulpakan hal yang sangat pelnting dalam sulatu l 

pelnellitian dalam melmbelrikan jawaban telrhadap pelrmaslahan yang ditelliti. 

Analisis data adalah prosels melngatulr ulrultan data, melngorganisasikan keldalam 

sulatul pola, katagori dan sulatul u lrultan dasar.
24

 

Dari data yang dipelrolelh baik itul data primelr maulpuln selkulndelr yang 

dikulmpu llkan dan disellelksi selrta diklasifikasikan, kelmuldian data telrselbult 

dianalisis selcara kulalitatif. Artinya data yang ada dikellompokan melnulrult 

pelrmasalahan yang ditelliti kelmu ldian diulraikan dalam belntulk kalimat selhingga 

dapat melnjawab pelrmasalahan yang diajulkan, kelmuldian diambil kelsimpullan 

yang rellelvan delngan pelnellitian ini. 

I. Sistematika Penulisan 

Pelnullisan skripsi ini telrdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab telrselbult telrbagi lagi 

dalam sulb-sulb dan sellanjultnya sulb-sulb itul telrbagi lagi melnjadi bagian-bagian 

telrkelcil. Adapu ln isi dari skripsi ini adalah selbagai belrikult: 

BAB I Pelndahullulan dalam bab ini melngulraikan pelrmasalahan yang mellatar 

bellakangi masalah, Pelrulmulsan masalah, Tuljulan dan manfaat pelnellitian, Kelrangka 

konselptulal, Kelrangka teloritis, Meltodel pelnellitian dan Sistelmatika pelnullisan. 

BAB II Tinjaulan Ulmuln Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Hak Pelkelrja, Dalam 

bab ini melmbahas telntang tinjaulan ulmulm melngelnai pelngelrtian Telnaga Kelrja, Asas-

asas Hulkulm Keltelnagakelrjaan, sifat hulkulm Keltelnagakelrjaan, Sulbjelkdan Objelk 

Keltelnagakelrjaan selrta tinjaulan ulmulm melngelnai pelrlindulngan hulkulm yaitu l 

pelngelrtian pelrlindulngan hulkulm dan macam- macam pelrlindu lngan hulkulm telrhadap 

pelkelrja/bulrulh. 
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BAB III Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Hak Pelkelrja Di PT. Tayang Sari 

Mularo Jamabi. Pada bab ini pelnu llis akan melnjellaskan pelmbahasan telntang 

bagaimana Pelrlindulngan Hulkulm Telrhadap Hak Pelkelrja Di PT. Tayang Sari dan 

Faktor-faktor yang melmpelngarulhi PT. Tayang Sari tidak bisa melmelnulhi hak pelkelrja 

selsulai pelratulran yang ada. 

BAB IV Pelnultulp, pada bab ini pelnullis melngulraikan kelsimpullan darin 

pelnjellasan yang tellah di belrikan pada bab pelmbahasan dan julga diikulti delngan saran 

yang belrkelnaan delngan pelrmasalahan yang melnjadi obkjelk pelnellitian ini.  

 


